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BAB Il1

PENUTUP

A. Kesimpulan

Belum semua (3 orang/60%) pemilik tanah dalam pengukuran ulang
tanah Hak Milik untuk pembuatan akses jalan di Desa Purwobinangun,
Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman memperoleh kepastian hukum. Mereka
belum memperoleh sertipikat Hak Milik. Menurut responden, BPN meminta
mereka untuk membuat akses jalan karena mereka memperoleh tanah karena
pemecahan dalam pewarisan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang

mengatur bahwa hak atas tanah fungsi sosial.

B. Saran

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman harus mengadakan sosialisasi
mengenai keharusan adanya akses jalan apabila pemilik tanah memperoleh
tanah karena pewarisan agar pemilik tanah karena pewarisan dapat segera
memperoleh sertipikat Hak Milik mereka sehingga terwujud kepastian hukum

bagi mereka.
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